
SALINAN 
PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 

NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SURABAYA, 

Menimbang : bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan 
Daerah Kota Surabaya Nomor     Tahun 2020 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, sebagai rincian lebih 
lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019. 

Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

7. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor
5043);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang  Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000    Nomor 210
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2005 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 110 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4614); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor  5161);  

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5165); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 
59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272); 

 
 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang 

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6057); 
 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6322); 

 
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 199); 

 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 310); 
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri  Nomor 32 Tahun 2011 Tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah  (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1560); 

 
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; 

 
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
120 Tahun 2018 (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 
157); 

 
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan belanja Daerah (Berita Negara Tahun 
2017 Nomor 450); 
 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Negara Tahun 2018 Nomor 701); 

 
30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 

Surabaya Nomor 10 Tahun 1982 tentang Pembentukan 
Perusahaan Daerah Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah 
Tingkat II Surabaya Tahun 1983 Nomor 8/C) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 
1999 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Surabaya Tahun 1999 Nomor 4/C); 

 
31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2008 

tentang Perusahaan Daerah Pasar Surya (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 6 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6); 
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32. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009      Nomor 4
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 4);

33. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2010
Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2010 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya     Nomor 4);

34. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2010
Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah
Bhakti Dharma Husada (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

35. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2010 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor
10 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
8);

36. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun
2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun
2010 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota
Surabaya Nomor 9);

37. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2010 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah
Kota Surabaya Tahun 2010 Nomor 12 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);

38. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun
2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2010    Nomor
13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 2 Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Surabaya    Nomor 2); 

39. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011
tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 1);

40. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2011 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 3);
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41. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2012
tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota
Surabaya Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran
Daerah Kota Surabaya Nomor 3);

42. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012
Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 5);

43. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2012
tentang Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012
Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 6);

44. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 8
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7);

45. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan
Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8);

46. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2012 Nomor 10 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 9); 

47. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun
2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012    Nomor
12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2013 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 9 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya     Nomor 
7); 

48. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun
2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012
Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya
Nomor 12);

49. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun
Binatang Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya
Tahun 2012 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah
Kota Surabaya Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014    Nomor
17 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor
15);
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50. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor  2 Tahun 2015 
tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2015 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 2); 

 

51. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya  Nomor 10); 

 
 

52. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 3); 

 

53. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2018 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 
Surabaya Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9); 

 

54. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2019 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2019 Nomor 9); 

 

55. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor     Tahun 2020 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2020  
Nomor     ); 

 

56. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 
Nomor 32) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas 
Peraturan Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2014 
Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota 
Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 
Nomor 13); 

 

57. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Surabaya 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota 
Surabaya Nomor 75 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2014 Nomor 33); 

 

58. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor 32 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Keenam atas Peraturan Walikota Surabaya 
Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 
(Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 33); 
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59. Peraturan Walikota Surabaya Nomor  39 Tahun 2019 

tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 40) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor  59 Tahun 
2019 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan 
Walikota Surabaya Nomor  39 Tahun 2019 tentang 
Penjabaran Perubahan  Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 60). 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2019. 

 
 

Pasal 1 
 

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 
 

1. Pendapatan 
a. Pendapatan Asli Daerah              Rp  5.381.920.253.809,67 
b. Dana Perimbangan              Rp  2.001.327.643.447,00 
c. Lain-lain Pendapatan  

Yang Sah              Rp  1.381.905.123.526,00    
  

Jumlah Pendapatan          Rp  8.765.153.020.782,67 
 

2. Belanja 
a. Belanja Tidak Langsung 

1) Belanja Pegawai              Rp  2.067.878.541.556,63 
2) Belanja Bunga              Rp                              0,00 
3) Belanja Hibah              Rp       96.586.053.683,00 
4) Belanja Bantuan Sosial              Rp                              0,00 
5) Belanja Bagi Hasil              Rp         2.218.293.630,00 
6) Belanja Bantuan Keuangan        Rp         1.774.968.000,00 
7) Belanja Subsidi              Rp                              0,00 
8) Belanja Tidak Terduga              Rp         1.574.969.146,00 

  

              Rp  2.170.032.826.015,63 
b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai               Rp     490.676.214.454,00 
2) Belanja Barang dan Jasa             Rp  3.747.642.075.279,94  
3) Belanja Modal               Rp  2.754.304.824.082,00 

  

                 Rp  6.992.623.113.815,94 
 

Jumlah Belanja               Rp     9.162.655.939.831,57 
 

Defisit                                     (Rp      397.502.919.048,90) 
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3. Pembiayaan : 
a. Penerimaan               Rp  1.200.317.972.688,92 
b. Pengeluaran               Rp                             0,00 

 

 

Jumlah Pembiayaan Netto                         Rp 1.200.317.972.688,92 
 

Sisa Lebih Pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 802.815.053.640,02 
 

Pasal 2 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 3 
 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 
 

Pasal 4 
 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 5 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Surabaya. 

 
 

Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 17 September 2020 

 
WALIKOTA SURABAYA 

 
         ttd 

 
TRI RISMAHARINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diundangkan di…………….. 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 17 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 

ttd 

HENDRO GUNAWAN 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2020 NOMOR 47 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

Ira Tursilowati, SH.MH 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19691017 199303 2 006 


